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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pembahasan masalah pada bab sebelumnya, 

kesimpulan dalam skripsi ini dapat diuraikan menjadi 2 hal sebagai berikut: 

1. Pengaturan jangka waktu dalam Permenkeu No. 130/PMK.010/2012 

bertentangan dengan UU No.42 Tahun 1999 dalam dua aspek: 

a. Dari segi formal Permenkeu No. 130/PMK.010/2012 tidak memiliki 

dasar hukum karena UU No.42 Tahun 1999 tidak memberikan 

pendelegasian untuk mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai 

jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia.   

b.Dari segi subtansi materi, terdapat dua ketentuan dalam Permenkeu 

No. 130/PMK.010/2012 yang bertentangan dengan UU No.42 Tahun 

1999. Pertama, ketentuan Pasal 2 yang mengatur mengenai jangka 

waktu pendaftaran bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) 

UU No.42 Tahun 1999. Pengertian kewajiban pendaftaran dalam 

Pasal 11 ayat (1) UU No.42 Tahun 1999 bukan termasuk ke dalam 

kategori norma yang bersifat imperatif karena tidak ditemukan 

adanya akibat hukum berupa kebatalan terhadap perjanjian fidusia. 

Oleh karena itulah, UU No.42 Tahun 1999 tidak membatasi jangka 

waktu pendaftaran. Pertentangan kedua adalah Pasal 4 Permenkeu 

No. 130/PMK.010/2012 menambah syarat pelaksanaan eksekusi 

yang tidak diatur dalam UU No.42 Tahun 1999.     
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2. Pertimbangan diberlakukannya Permenkeu No. 130/PMK.010/2012 

adalah kemanfaatannya untuk meningkatkan jaminan perlindungan 

hukum bagi lembaga pembiayaan sebagai kreditur. Namun, secara 

formil maupun subtansial, Permenkeu No. 130/PMK.010/2012  tidak 

menjamin keadilan dan kepastian hukum. Peraturan tersebut tidak 

menjamin keadilan karena menyebabkan pelakuan yang tidak sama 

antara lembaga pembiayaan dengan lembaga perbankan yang juga 

menyalurkan produk serupa dengan lembaga pembiayaan. 

Ketidaksamaan perlakuan ini menyebabkan turunnya daya saing 

perusahaan pembiayaan dalam menawarkan skema pembiayaan secara 

kompetitif dengan lembaga perbankan. Permenkeu No. 

130/PMK.010/2012 tidak menjamin kepastian hukum karena 

bertentangan dengan ketentuan UU No.42 Tahun 1999 baik dalam 

bentuk formalnya maupun substansinya.  

 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang diberikan adalah : 

1). Pemerintah perlu memahami dengan baik asas-asas dan maksud pengaturan 

dibalik norma hukum yang terdapat dibalik suatu undang-undang sebelum 

membentuk peraturan pelaksananya. Hal ini sangat penting demi terciptanya 

keadilan dan kepastian hukum.    
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2) Permenkeu No. 130/PMK.010/2012 harus dicabut karena bertentangan 

dengan UU No.42 Tahun 1999 sehingga tidak menjamin keadilan dan 

kepastian hukum. 
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